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TENTANG
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IVIENTTRI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

b. bahwa era globalisasi mempunyai implikasi terhadap sistem

peradllan Indonesia, khususnya peradtlan pidana, yang menuntut

peningkatan wawasan pengetahuan den gan lingkup internasional,

baik dari sisi kebijakan maupull operasionalisasi penanggalangan

tindak-tindak pidana yang melintasi batas wilayah kenegaraan

(lransnational critnes) serta peningkatan sistem peradilan prdana;

c. bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang c.q- Japan
International Coopetution Agency (ICA) sepakat untuk
menyelenggarakan seminar internasional mengenai sistem

peradllan pidana pada langgal 18 sampai dengan 20 Desember

2OOZ di Jakanta;

d. bahwa..

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di bidang

hukum dan perudilan, diperlukan proses pembelajaran, t:okat

menukar pengalaman dan pembudraafl wawasan yang akan

nreningkatkan pemahaman para apatat penegak hukum dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya;
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d. bahwa agar seminar dapat dllaksanakan dengan sebaik -baiknya

sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas perlu dibentuk Panitia

Pengarah Seminar Internasional Mengenai Sistem Peradilan Pidana;

e. bahwa mereka yang tercantum dalam l-ampiran Keputusan ini
dipandang memenuhi pefiyaratan dan mampu untuk melaksanakan

tugas sebagaim ana tersebut dalam huruf d di atasl

1. Keputusan Presiden Nomor 101 tahun 200'l tentanS Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Keqa
Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Presiderr Nomor 2 tahun 2OO2;

2. Keputusan Presiden Nomor 1O3 tahun 2OO'l tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Ke4a
kmbaga Pemerintah Non Deparlemen sebagarmana telah

beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor

46 tahun 2OO2;

MEMUTUSKAN:

KEPT-ITUSAN MENIERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL,/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH SEMINAR

INTERNASIONAL MENGENAI SISTEM PERADILAN PIDANA.

Membentuk Panitia Pengarah Semhrar Internasional Mengenai Sistem

Peradilan Pidana yang selanjutnya disebut Panitia Pengarah dengan

susunan keanggotaan sebagaimafla tercantum pada Lampiran
Keputusan ini.

P anitra P engar ah be rhrgas:

1. Menentukan topik dan menentukan pembicara seminar;

2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seminar mulai dai
p er siap an sampai de ngan peny elenggar aan;

3. Mengevaluasi seminar beserta hasil-hasilnya.

KETIGA...

Menetapkan :
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Panllta Pengarah bertanggangawab dan wajib melaporkan hasil

seminar tersebut kepada Menteri Negara Perencanaar Pembanganan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan

tembusan kepada Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas dan Inspektur

UtamaBappenas.

Bila cliperlukan, untuk membantu kelancaran pelaksanaan ttgasnyal
Ketua Panitia Pengarah dapat membntuk Panitia Pelaksana Seminar

Internasional Mengenai Sistem Peradilan Pidana.

Segala pembiayaan yang diperlukan berkaitan dengan persiapan dan

pelaksanaan tugas Panitta Pengatah dibebankan pada banttan (Hibah)

dariJepang \JICA).

Keputusan ini rnulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Padatanggal 3t Oktober 2OO2

MENTERI NEGARA PEREN AAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAI,A BADAN PERENC
frZ-

PEMBANGUNAN NASIONAL,

KWI

Salirtan Keputusan ini disal4paikan kepada Yth.:
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Ketua Mahkamah Agung;
Menteri Kehakiman dan HAM;
Jaksa Agung;
Kepala Kepolisian RI;
Duta Besar Jepang, dt Jakarla;
Reklor Universitas Indonesia;
Rektor Universitas Diponegoro;
Deputi PerwakiJan JICA Indonesia;
lnspektu r Utama, Bappenas;
Yang bersangkutan l.;rit:ok dapat diperganakan sebagaimana mestinya.10.
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Dra. I.r-tla Retna Komala MA, Plt. Deputi Bidang Politik,
Pertahatan dan Keatnanan, Kantor Menneg PPN/Bappenas;
Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M., Kepala Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan
HAM;
Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH., MA, Universitas Indonesia;

- Adi Suyatno, Bc.IP, SH., Dirjen Pemasyarakatan, Departemen
Kehakiman dan HAM;

- Drs. James Sitorus, Sekretaris Jenderal, Kepolisian RI;
- Muhammad Indra, SH., Direktur Pengawasan dan

Penindakan Keimigrasian, Departemen Kehakiman dan
HAM;

- Prof. Dr. Muladi, SH., Universitas Diponegoro;
- Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH., LLM., Universitas

Indonesia;
- Suparno, SH; Direktur Hukum dan Peradllan, Mahkamah

Agung;
- Drs. H.M. Amari, SH., M.H, Wakil Direktur TPE dan TIPSUS.,

Kejaksaan Agung;
- Basoeki, SH., M.H, Direktur Sumber Daya Teknis Peradilan

Departemen Kehakiman dan HAM;
- Kombes Pol. Drs. Alfons Lemau, MSi., Mabes POLRI;
- Kombes Pol. Drs. Susno Duadji, SH., M.H;
- Diani Sadiawati, SH., LLM., Direktur Hukum dan Hak Asasi

Manusia, Kantor Menneg PPN/Bappenas;
- Sakai Kunihiko, Direktur UNAFEI, Jepang;
- Matsuura Hiroshi, Sekretaris Pertama, Kedataaan Besar

Jepang;
- Otake Yuji, Deputi Perwakilan JICA Indonesia.

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris
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